
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  4  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 31 Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar 

Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; 

 

b. bahwa sehubungan dengan usulan Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan untuk 

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

Pimpinan DPRD, Peraturan Bupati Demak Nomor 39     

Tahun 2019 perlu diubah untuk disesuaikan; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal 

Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976        

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tengang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019   

Nomor 39) 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH 

TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN DEMAK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 39 

Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja 

Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) 

ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 



Pasal 2 

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka 

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal 

rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam 

program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 

(3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan: 

a. makan minum harian Pimpinan DPRD beserta 

keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas 

Pimpinan DPRD; 

b. makan minum jamuan tamu rumah dinas Pimpinan 

DPRD; 

c. sopir pribadi rumah tangga; 

d. asisten rumah tangga; dan 

e. rumah tangga lainnya, seperti kebutuhan bahan 

kebersihan rumah tangga, laundry, peralatan dapur, 

peralatan rumah tangga dan bahan kebutuhan rumah 

tangga lainnya. 

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) besarannya ditentukan sebagai 

berikut: 

a. belanja rumah tangga Ketua DPRD setara dengan 

belanja rumah tangga Bupati; dan 

b. belanja rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara 

dengan belanja rumah tangga Wakil Bupati. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Demak. 

(2) Penyusunan anggaran belanja rumah tangga Pimpinan 

DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan 

Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga 

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 14 Januari 2020 

 

        BUPATI DEMAK, 

 

                    TTD 

 

          HM. NATSIR 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 15 Januari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 4 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 SEKWAN  


